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TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN 

HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN 

PADA HUTAN PRODUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor                          

P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-

HA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 

dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan 

Produksi; 

  b. bahwa untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dalam 

rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana 

hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjamin 
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keberlanjutan pengelolaan hasil hutan bukan kayu pada 

hutan produksi, Peraturan Menteri Kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

disempurnakan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata 

Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfataan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam 

atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5432); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4814); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 
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  11.. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 

tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 

  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 

tentang  Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-Jenis Hasil 

Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 51); 

  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 

tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 508); 

  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 

tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan 

Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1227); 

  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 

tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1400); 

  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang 

Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan 

Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973); 

  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN  

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN  BUKAN  KAYU  DARI  

HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN 

PRODUKSI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  

2. Hutan Tanaman Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah hutan 

tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui 

kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan 

hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan 

dan meningkatkan fungsi lahan dan  hutan dalam rangka 

mempertahankan daya dukung, produktifitas, dan 

peranannya sebagai penyangga kehidupan. 

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk selanjutnya 

disebut HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan 

mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu 

dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari 

Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya 

disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan 

untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan 

alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, 

pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, 

dan pemasaran hasil. 
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